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RANCANGAN

PERATURAN DESA BAPUHBANDUNG KECAMATAN GLAGAH

KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAPUHBANDUNG

| Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BAPUHBANDUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati
Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang periu menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bapuhbandung Tahun
Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan
Perundang Uandangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;



Memperhatikan :

Menetapkan

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daereah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006
tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun
2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor
1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2008
tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2006 Nomor 6/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006
tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 11/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006
tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
(1|éelg)baran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Desa Bapuhbandung Nomor 03 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Desa dan
Kekayaan Desa;

Peraturan Desa Bapuhbandung Nomor 02 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa
Bapuhbandung.

Berita Acara Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bapuhbandung Kecamatan
Glagah Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA BAPUHBANDUNG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAPUHBANDUNG TAHUN
ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bapuhbandung Tahun
Anggaran 2013 sejumiah Rp. 414.180.000,00 ( ampat ratus empat
belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).



Pasal 2
Jumiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut
dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Rp. 414.180.000,00
b. Belanja
1) Langsung Rp. 243.240.000,00

2) Tidak Langsung Rp. 170.950.000,00
¢. Pembiayaan

1) Penerimaan Rp. 0,00.

2) Pengeluaran Rp 0,00

Pasal 3
Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5
Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Bapuhbandung

Diundangkan di Bapuhbandung
Pada tanggal 11 Januari 2013

PLT. SEKRETARIS DESA BAPUHBANDUNG

MUHAMMAD ZAHID,S.Pd
LEMBARAN DESA BAPUHBANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 1



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH

DESA BAPUHBANDUNG
Jin. Raya Bapuhbandung Nomor 01, telepon(0322) 313642

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)

DESA BAPUHBANDUNG KECAMATAN GLAGAH

KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAPUHBANDUNG

KECAMATAN GLAGAH
NOMOR : 188/ 1 /413.322.1.1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BAPUHBANDUNG

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAPUHBANDUNG KECAMATAN

Menimbang

Mengingat

GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAPUHBANDUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati
Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang periu menetapkan
Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Bapuhbandung tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bapuhbandung Tahun
Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

1.

18.

20.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan
Perundang Uandangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 5234);



Memperhatikan :

21.

22,

23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32,

33.

35.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daereah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2008
tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun
2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor
1/E),

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006
tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2006 Nomor 6/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006
tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor.17 Tahun 2008
tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 14/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2008
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor
15/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2013;

. Peraturan Desa Bapuhbandung Nomor 03 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Desa dan
Kekayaan Desa;
Peraturan Desa Bapuhbandung Nomor 02 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa
Bapuhbandung.

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Bapuhbandung
membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Bapuhbandung tahun anggaran 2013.



Menetapkan

MEMUTUSKAN :
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAPUHBANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Bapuhbandung Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan

sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bapuhbandung
Pada tanggal 07 Januari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAPUHBANDUNG
KECAMATAN G\LAGAH KABUPATEN LAMONGAN

o

//qpﬂj’tl\l J\}j
o i N\ > \\
Y »N\Ketua




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH

DESA BAPUHBANDUNG
Jin. Raya Bapuhbandung Nomor 01, telepon(0322) 313642

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BAPUHBANDUNG KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA BAPUHBANDUNG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAPUHBANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2013

Pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan Januari Tahun Dua Ribu tiga belas,
bertempat di Balai Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.
Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Bapuhbandung perihal Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bapuhbandung Tahun Anggaran 2013,
Badan Permusyawaratan Desa Bapuhbandung mengadakan rapat membahas rancangan
perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan
saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Bapuhbandung menyatakan
menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Bapuhbandung Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Bapuhbandung Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagi pedoman
pelaksanaan selanjutnya
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5. Anggota : KUSAINI

6. Anggota : SYAMSUDDIN (ﬁ/)
7. Anggota : ZAKARIYA );é /




DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAPUHBANDUNG

TANGGAL 09

Januari 2013

Mengetahui dan menyetujui,

No NAMA KEDUDUKAN TANDA TANGAN

1 | MUAYYAD KETUA 1.

2 | Drs. NAFI Wakil ketua /2. ﬁ )
=l

3 | Drs. HARTONO Anggota 3. o

4 | MMUNIR Anggota i 4. ///}Zu

5 | SYAMSUDDIN,S.Pd.l | Anggota 5. ////},‘g

6 | KUSAINI Anggota ! 6. /M

7 | ZAKARIYA Anggota %;é«/ 7




Lampiran | Rancangan Peraturan
Bapuhbandung

Nomor : 01 Tahun 2013

Tanggal 4 Januari 2013

Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDesa) Tahun 2013

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BAPUHBANDUNG KECAMATAN GLAGAH

Desa

TAHUN ANGGARAN 2013
TAHUN TAHUN
KODE URAIAN SEBELUMNYA | BERJALAN | KETERANG
(Rp) (Rp)
-1 2 3 4 5
1 PENDAPATAN
1.1 | SISA TAHUN LALU - -
1.2 | PENDAPATAN ASLI DESA 425.190.000,00 | 128.740.000,00
1.2.1 Hasll Usaha Desa
1.2.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan
“ Desa
1.23. Tanah Kas Desa 99.000.000,00 | 102.500.000,00
1.2.3.1 | Sewa bengkok Kades 18.000.000,00
1.2.3.2 | Sewa Bengkok Perangkat Desa 32.000.000,00
1.2.3.3 | Sewa eks Bengkok Sekdes PNs 30.000.000,00
1.2.3.4 | Sewa Tanah desa lainnya 22.500.000,00
° Hasil Swadaya dan
1.24. Partisipasi 17.325.000,00 17.375.000,00
1.2.4.1 | Swadaya Penunjang ADD dan Bansun 9.000.000,00 11.810.000,00
1.24.2 | Swadaya Penunjang TPT 8.325.000,00 5.565.000,00
1.2.5. Hasil Gotong Royong 8.865.000,00 6.210.000,00
1.2.5.1 | Nilai gotong royong 8.865.000,00 6.210.000,00
1.2.6 Lain-lain Pendapatan asli -
e Desa yang sah
1.26.1 | Jasa surat menyurat -
1.26.2 | Prosentase Jasa Pelayanan -
1.26.3 | Jasa pungut temak -
1.3. | BAGI HASIL PAJAK 1.000.000,060 1.000.000,00
1.3.1. Bagi hasil Pajak Kabupaten -
1.3.2. Bagi Hasil PBB 1.000.000,00 1.000.000,00
1.4. | BAGI HASIL RETRIBUSI -
BAGIAN DANA
1.8. | PRIMBANGAN KEUANGAN §8.000.000,00 || 6€0.250.000,00
PUSAT DAN DAERAH
1.5.1. ADD 41.500.000,00 41.500.000,00
‘ 1.5.2. Bansun 16.500.000,00 16.500.000,00
1.5.3. Bantuan RT 2.250.000,00




1.6. BANTUI:‘NT :HEUANGAN
PEMERI
PROPINSI,KABUPATEN/KOTA 52.800.000,00 73.200.000,00
DAN DESA LAINNYA
1.6.1. Bantuan Keuangan -
Pemerintah
1.6.1.1. | APBN -
1.6.2. Bantuan Keuangan -
Pemerintah Propinsi
BKD -
1.6.3. Bantuan Keuangan
Pemerintah Kabupaten/Kota §2.800.000,00 73.200.000,00
1.6.3.1 [ TPAPD 48.000.000,00 -
1.6.3.2 | TPAPD Kades 9.600.000,00
1.6.3.3 | TPAPD Perangkat Desa 43.200.000,00
1.6.34 | TPBPD 2.800.000,00 3.800.000,00
1.6.3.5 | Asuransi Kepala Desa 1.000.000,00 1.000.000,00
1.6.3.6 | Bantuan Program E-KTP 1.000.000,00 -
1.6.3.7 | Bantuan pemb.Kantor Desa -
1.6.3.8 | Purna Bhakti Kades 5.000.000,00
1.6.3.8 | Puma Bhakti BPD 3.500.000,00
1.6.3.10 | Bantuan Pumna Bhakti Perangkat Desa -
Lainnya
1.6.3.11 | Kompensasi Sekdes Non PNS -
1.6.3.12 | Bantuan uang duka Kades -
1.6.3.13 | Bantuan uang duka sekdes -
1.86.3.14 | Bantuan uang duka perangkat )
desa lainnya
1.6.3.15 | Bantuan Pilkades 6.500.000,00
1.6.3.16 | Bantuan Pembentukan BPD 500.000,00
1.64. Bantuan Keuangan Desa
Lainnya
1.7. { HIBAH 262.000.000,00 | 130.000.000,00
1.71. Hibah dari Pemerintah 260.000.000,00 93.000.000,00
1.7.1.1. | PNPM 60.000.000,00 93.000.000,00
1.7.1.2 [ PUAP -
1.7.1.3__ | Pemb.Balai Desa 200.000.000,00 -
1.7.2. Hibah dari pemerintah
Propinsi
1.7.2.1 | Pembanguna tempat sampah
1.7.2.2 | Paving stoone
1.7.2.3 | Kopwan
1.7.3. Hibah dari pemerintah
Kabupaten/Kota
1.7.3.1 | Pembangunan jalan poros 35.000.000,00
1.7.3.2__ | Normalisasi sungai
1.7.4. Hibah
daribadan/organisasi/swasta
1.7.5. Hibah dari kelompok 2.000.000,00 2.000.000,00

masyarakat perorangan




1.7.5.1 | Dari kasunbandung 2.000.000,00 2.000.000,00

1.8. | SUMBANGAN PIHAK KETIGA 21.000.000,00

Pelaksanaan pilkades 21.000.000,00
JUMLAH 498.980.000,00 | 414.190.000,00
1 2 3 4

2 BELANJA

2.1 | BELANJA LANGSUNG 491.220.000,00 |  243.240.000,00
2.1.1. Belanja Pegawali 6.300.000,00 5.300.000,00
2.1.1.1 | Honorarium PL.T Sekdes 3.000.000,00 2.000.000,00
2.1.1.2 | Honorarium Tim/Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00
2.1.1.3 | Honorarium RT 1.800.000,00 1.800.000,00
2.1.1.4 | Honorarium Linmas - -
2.1.1.5 | Honorarium Kader Kader Gizi 500.000,00 500.000,00
2.1.1.6 | Honorarium K3L - -
2.1.1.7 | Honorarium Pengurus LPM - -
2.1.2. Belanja Barang/Jasa 11.840.000,00 43.340.000,00
2.1.2.1. | Belanja Perjalanan Dinas 5.920.000,00 5.920.000,00
2.1.2.1.1 | Kepala Desa/perangkat Desa 2.520.000,00 2.520.000,00
2.1.2.1.2 | Pengurus lembaga Desa 1.500.000,00 1.500.000,00
2.1.2.1.3 | Belanja Rapat Desa 1.500.000,00 1.500.000,00
2.1.2.1.4 | Air Minum Kantor 400.000,00 400.000,00
2.1.2.1.5 | Pilkades 31.000.000,00
2.1.3. Belanja Bahan/Material 321.600.000,00 | 194.600.000,00
2.1.3.1 | Belanja ATK 500.000,00 500.000,00
2.1.3.2 | Peralatan/Perlengapan kantor 5.000.000,00 5.000.000,00
2.1.3.3 | Pemeliharaan Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00
2.1.34 | Listrik 550.000,00 550.000,00
2.1.3.5 | Pemeliharaan Motor Dinas 550.000,00 550.000,00
2.1.3.6 | Belanja Bahan/ Material ADD 41.500.000,00 41.500.000,00
2.1.3.7 | Belanja Material Bansun 16.500.000,00 16.500.000,00
2.1.3.8 | Belanja Material Poros Desa - 35.000.000,00
2.1.3.9 | Belanja Pemb.Balai Desa 200.000.000,00
2.1.3.10 | Pembangunan Tempat sampah - -
2.1.3.11 | Normalisasi Sungai - -
2.1.3.12 | Paving stoone
2.1.3.1.3 | Pelengsengan sungai 60.000.000,00 93.000.000,00
21.4. Belanja Modal - -
2.1.4.1 | Belanja Modal Tanah - -
2.14.2 | Belanja Modal Jaringan - -

2.2. | BELANJA TIDAK LANGSUNG 160.250.000,00 | 170.950.000,00
2.2.1 .?:::1‘ PegawallPenghasilan | 43 800.000,00| 141.200.000,00
2.2.1.1 | Penghasilan Tetap Kades 18.000.000,00 |  18.000.000,00
2.2.1.2 | TPAPD Kades 8.400.000,00 9.600.000,00
2.2.1.3 | Asuransi Kades 1.000.000,00 1.000.000,00
2.2.1.3 | Penghasilan Tetap Sekdes - -
2.2.14 | TPAPD Sekdes - -
2.2.1.5 | Penghasilan Tetap Kasun 36.000.000,00 36.000.000,00
2.21.68 | TPAPD Kasun 19.800.000,00 21.600.000,00
2.2.1.7 | Penghasilan Tetap Kasi/Kaur 27.000.000,00 21.000.000,00
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2.2.1.8 | TPAPD Kasi/Kaur 19.800.000,00 21.600.000,00
2.2.1.9 | Penghasilan Tetap BPD
2.2.1.10 | Representatif BPD
2.2.1.11_| Tunjangan BPD 2.800.000,00 3.900.000,00
2.2.1.12 | Puma Bhakti Kades 5.000.000,00
2.2.1.13 | Puma Bhakti BPD 3.500.000,00
2.2.2. Belanja Hibah
2.2.2.1 | PNPM-Mandiri/ -
2.2.2.2 | KOPWAN -
2223 |PUAP - -
2.2.3. Belanja Bantuan Soslal 7.000.000,00 7.300.000,00
2.2.3.1 | PHB/PHBN 500.000,00 500.000,00
2.2.3.2 | PORKAB $00.000,00 §00.000,00
2.2.3.3 | Lomba Desa 400.000,00 400.000,00
2.2.3.4 | Sumbangan ke kecamatan 300.000,00 300.000,00
2.2.3.5 | Bulan Bhakti Gotong Royong 300.000,00 300.000,00
2.2.3.6 | lrigasi 200.000,00 200.000,00
2.2.3.7 |Baziz 150.000,00 150.000,00
2.2.3.8 | Bancana Alam 2.000.000,00 2.000.000,00
2.2.3.9 | Santunan Anak Yatim 2.750.000,00 2.750.000,00
2.2.3.10 | Bersih Desa 200.000,00 200.000,00
2.24. Belanja Bantuan Keuangan 12.450.000,00 14.450.000,00
2.24.1 | Operasional Pemdes 1.050.000,00 1.050.000,00
2.24.2 | Operasional BPD 2.500.000,00 2.500.000,00
2.24.3 | Operasional LPM 2.000.000,00 2.000.000,00
2.2.4.4 | Operasional PKK 3.000.000,00 3.000.000,00
2.24.5 | Operasional Kepemudaan 1.000.000,00 1.000.000,00
2.2.4.6 | Operasional Posyandu 500.000,00 500.000,00
2.24.7 | Operasional PJOK/PJAK 1.900.000,00 1.900.000,00
2.24.8 | Operasional Linmas 500.000,00 500.000,00
2.24.9 | Operasional RT/RW 2.000.000,00
2.2.4.10 | Opersaional KOPTAN
2.2.5. Belanja Tak Terduga 8.000.000,00 8.000.000,00
2.2.5.1 | Biaya Musy. PNPM 4.000.000,00 4.000.000,00
2.2.5.2 | Biaya pembuatan Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00
2.2.5.3 | Lain-lain tak terduga 3.000.000,00 3.000.000,00

JUMLAH 498.990.000,00 | 414.190.000,00

3.1 { Penerimaan Pembiayaan

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SILPA)

Tahun sebelumnya
3.1.2 Hasil penjualan kekayaan desa

yang dipisahkan
3.1.3 Penerimaan Pinjaman

3.2 | Pengeluaran Pembiayaan

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal Desa
3.2.3 Pembayaran Hutang

JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-

3.2)







